
I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD

1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang kesehatan yang merata,

terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar

artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia yang pada

hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia setuhnya dan pembangunan

seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya

pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat

kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
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kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal.

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan baik fisik,

mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan

selama ini, telah terjadi perubahan orientasi di bidang kesehatan yang dipengaruhi

oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu

pengetahuan dan teknologi. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang merupakan

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh

pemerintah maupun masyarakat.

Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita

secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang

menyeluruh dimana upaya kesehatan tersebut meliputi :

1. Upaya peningkatan kesehatan (promotif)

2. Pencegahan penyakit (preventif)

3. Penyembuhan penyakit (kuratif)

4. Pemulihan Kesehatan (rehabilitatif).1

Keempat hal di atas harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat

(Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Penyelenggaraan upaya

kesehatan di atas dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui

1 Moh Anief, Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat. (Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press, 1997), hlm 1
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pengobatan tradisional yaitu dengan menggunakan bahan alam. Pengobatan

tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan perawatan cara lain diluar

ilmu kedokteran maupun ilmu keperawatan.

Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional atau yang biasa

dikenal di Indonesia dengan istilah ”jamu” sebagai sarana penyembuhan. Obat

tradisional sendiri mempunyai bemacam-macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk

menyembuhkan berbagai penyakit. Selain obat tradisional juga terdapat jenis obat

yang disebut sebagai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Obat herbal terstandar

adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya

secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Sedangkan

yang dimaksud dengan fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah

dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji

klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.2

Adanya perkembangan jenis produk obat bahan alam tidak hanya dalam bentuk Obat

Tradisional tetapi juga dalam bentuk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka , maka

perlu adanya pedoman tata cara pembuatan obat tradisional yang baik sehingga apa

yang diproduksi dapat terjamin mutunya. Meskipun obat tradisional dapat

menyembuhkan namun banyak kejadian seseorang menderita akibat keracunan obat

tradisional (jamu). Dari sini dapat dikatakan bahwa obat tradisional atau jamu bisa

bersifat penyembuhan dan juga bisa bersifat sebagai racun. Obat tradisional atau jamu

bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan

2 http//:akfarsam.ac.id, diakses 18 Juni 2012
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waktu yang tepat. Jadi apabila sebaliknya maka akan bersifat racun. Oleh karena itu

pengobatan tradisional yang umumnya menggunakan obat tradisional perlu dibina

dan diawasi oleh pemerintah untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan maupun

perawatan yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Selain itu

perlu ditingkatkan pula pengendalian dan pengawasan lalu lintas penggunan obat

tradisional baik dalam proses produksi, peredaran maupun pengkonsumsiannya.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan bertanggung jawab atas

pengendalian dan pengawasan obat tradisional sebagaimana yang tertera dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.. Setiap obat tradisional

yang beredar harus melalui proses penilaian, pengujian dan pendaftaran terlebih

dahulu. Penilaian dan pengujian obat tradisional dimaksudkan untuk membuktikan

khasiat, aman dan bermutu, bermanfaat nyata atas kebutuhan. Oleh karena itu obat

tradisional yang tidak terdaftar dilarang diimpor, didistribusi, disimpan, dan

dikonsumsi, sehingga obat tradisional tersebut termasuk kategori yang berbahaya.

Selain obat tradisional yang tidak terdaftar dianggap sebagai obat yang berbahaya,

terdapat juga jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO).

Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yaitu berkisar tentang obat tradisional yang

mengandung bahan kimia obat yang terkandung dalam obat tradisional tersebut, dan

biasanya proses penyembuhan dari obat tradisional yang mengandung zat kimia ini

sangat cepat atau dengan kata lain sembuh dengan seketika. Namun efek cespleng

atau sembuh seketika, menunjukkan jamu tersebut mengandung zat kimia yang

dosisnya tidak tepat. Sementara itu, obat tradisional (jamu) yang asli seharusnya
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mengandung bahan-bahan asli dari alam yang mana akan berefek atau bereaksi cukup

lama terhadap tubuh atau proses penyembuhannya lebih perlahan dan bertahap.3

Seperti yang diketahui bahwa obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang

berasal dari bahan alam baik dari tumbuhan maupun hewan yang digunakan untuk

pengobatan, sehingga kandungan dari obat tradisional adalah murni dari alam.

Apabila dalam obat tradisional mengandung bahan kimia obat berarti disinilah

terindikasi adanya pelanggaran terhadap aturan pembuatan ataupun komposisi dari

obat tradisional yang diproduksi. Hal yang lebih mengkhawatirkan yaitu jika obat

tradisional yang mengandung bahan kimia obat tersebut beredar dan dijual bebas di

tempat penjualan obat maka dapat mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi

orang yang mengkonsumsinya.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan-Republik Indonesia (BBPOM-RI)

merupakan lembaga resmi Non Departemen yang di resmikan pemerintah pada

tanggal 31 Januari 2001 ,mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan

terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang

mengandung bahan kimia obat. Peranan PPNS BBPOM di dibutuhkan dalam

penyidikan apabila terjadi tindak pidana bidang kesehatan, karena mereka menguasai

bidang tertentu yaitu pengawasan obat dan makanan. Keberadaan BPOM-RI

mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum.

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang

kepada PPNS BBPOM untuk melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran.

3 http//:akfarsam.ac.id, diakses 18 Juni 2012
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pidana pengadaan, penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya. Diberikannya

wewenang untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat

banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan

penyidikan.

Pengawasan dan antisipasi terhadap persoalan ini memang seharusnya dilakukan

mengingat masyarakat yang awam terhadap seluk beluk dunia obat-obatan khususnya

obat tradisional. Selain itu obat tradisional yang mereka konsumsi terkadang justru

menimbulkan dampak yang membahayakan dan merugikan kesehatan. Oleh karena

itu, persoalan ini harus mendapat perhatian seruis dari pemerintah jika masalah ini

dibiarkan maka akan timbul dampak yang semakin kompleks.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mengatakan

bahwa sekitar dua persen obat tradisional yang beredar di pasaran mengandung bahan

kimia obat (BKO) yang jika digunakan tanpa petunjuk dokter dapat membahayakan

kesehatan. Dari sekitar 490 sampel yang diperiksa setiap tahun, dua persen di

antaranya mengandung BKO. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan selalu

menarik peredaran dan mencabut izin edar obat tradisional yang menurut hasil

pemeriksaan mengandung bahan kimia obat dan menginstruksikan untuk

menindaklanjuti setiap temuan dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan

bukti supaya produsen produk yang bersangkutan bisa diproses secara hukum. Proses

penelusuran dan pengumpulan barang bukti terkait penambahan bahan kimia obat

pada obat tradisional cukup sulit dilakukan karena nama dan alamat produsen, nomor

pendaftaran dan nomor izin edar yang tertera dalam kemasan obat tradisional
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seringkali fiktif. Tapi pada beberapa kasus sudah dilakukan proses proyustisia dan

masuk pengadilan.4

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, orang yang

memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional yang mengandung bahan kimia

obat diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling

banyak Rp 100 juta. Tindakan pelanggaran itu, menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga diancam hukuman pidana penjara

selama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Pelanggaran yang terjadi memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang

dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada

awalnya biasanya didahului dengan pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui

dilakukannya tindak pidana tersebut, kemudian dilakulan penyelidikan dan

penyidikan. Untuk tahap ini menjadi kewenangan Polri, namun dalam menghadapi

kasus-kasus tertentu seperti kasus peredaran obat tradisional yang mengndung bahan

kimia obat yang termasuk dalam bidang kesehatan, maka pada tahap penyidikannya

dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan

penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional tanpa izin edar adalah penyidik

pegawai negeri sipil BPOM-RI. Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM-

4 http://kesehatan.kompas.com, diakses 6 Juli 2012
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RI berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BPOM-RI juga dilaporkan ke penyidik

Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan

yang diperlukan kepada PPNS BPOM-RI.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

tentang: “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Dalam

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Untuk mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan (BBPOM)-Lampung dalam penegakan hukum terhadap penjualan

obat tradisional tanpa izin edar

b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penjualan obat

tradisional tanpa izin edar oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) –Bandar Lampung

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi

penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung.
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Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada peran

penyidik pegawai negeri sipil BBPOM-Lampung dalam penegakan hukum terhadap

penjualan obat tradisional tanpa izin edar dan faktor-faktor penghambat dalam

penegakan hukumnya. Sedangkan dalam lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum

pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dari judul

penelitian itu sendiri untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian agar

penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu peneliti

mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini .Adapun

tujuan obyektif dan subyektif yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

a. Peran penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

(BBPOM) di Bandar Lampung dalam penegakan hukum terhadap penjualan obat

tradisional tanpa izin edar.

b. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap penjualan obat tradisional

tanpa izin edar oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM)di Bandar Lampung.
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2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan

bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh

dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut penegakan

hukum tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia

obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi

Hukum dan masyarakat mengenai faktor-faktor penghambat dalam penegakan

hukum tindak pidana tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung

bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.5

5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2010), hlm.
125
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Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah teori

peranan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu

peristiwa. Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke

dalam dasar-dasar sebagai berikut :

a. Peranan Normatif, (Peranan yang sesuai dengan undang-undang),

b. Peranan Aktual, (Peranan yang nyata/kenyataan dilapangan),

a. Peranan Ideal, (Peranan yang dicita-citakan / diharapkan).6

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan ideal dan peranan yang seharusnya

adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum dan telah

ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan

peran yang sebenarnya dilakukan adalah peran yang telah mempertimbangkan antara

kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak

hukum harus menentukan dengan kemampuannya berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan teori tersebut, Sunarto mengambil suatu pengertian bahwa:

a. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif,

dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total

enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (substantive

of criminal law).

b. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan

oleh pemegang peranan tersebut. Kejaksaan sebagai suatu organisasi formal

tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai

6 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali Pres, 2002), hlm 244
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pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan

yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan.

c. Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peranan

faktual yang dimiliki BBPOM.7

Peranan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah peranan PPNS BPOM-RI yang

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (legal knowledge ), artinya peran

PPNS BPOM-RI yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang dalam

penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Menjawab permasalah kedua di atas yaitu faktor penghambat dalam upaya penegakan

hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang

menerapkan hukum

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan

e. Faktor kebudayaan.8

7 Kamanto Sunarto, Sosiologi Kelompok, (Jakarta: Pusat Antar-Universitas Ilmu-Ilmu. Sosial
Universitas Indonesia,1992), hlm. 53.
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Kelima faktor tesebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari

penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektfitas penegakan

hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut diatas sangat tepat digunakan

sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Perkembangan teknologi

dibidang komputer dengan sistem jaringan yang telah diaplikasikan kedalam berbagai

faktor kehidupan manusia. Sistem jaringan yang dibentuk telah menciptakan suatu

yang disebut dunia maya. Pemanfaatan dunia maya ini dalam perkembangannya

menuntut regulasi tersendiri, mengingat banyak dijumpai penyalahgunaan terhadap

fasilitas yang ada dalam dunia maya tesebut.

Kompliasi permasalahan dalam dunia maya ini tentu saja memutar pembenahan

terhadap sistem hukum secara menyeluruh baik mengenai kultur hukum dan substansi

hukum khususnya hukum pidana. Dengan demikian kebujakan hukum pidana

menduduki posisi yang strategis dalam perkembangan hukum pidana modern.9

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang

diteliti.10 Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka

dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan

8 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2005), hlm. 5
9 Barda Nawawi Arif, Op, Cit., hlm 23
10 Soerjono Soekanto, Op, Cit., hlm 132.
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dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah

sebagai berikut :

a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang

berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan

perundang-undangan.11

b. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai

yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan

(sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup.12

c. Obat tradisional adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional, turun-temurun,

berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan

setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional.13

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran

mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian

hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum

yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun penulis menyususn sistematika penelitian

hukum sebagai berikut:

11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986), hlm 25
12 Soerjono Soekanto, Op, Cit., hlm 13
13 http://id.wikipedia.org/wiki/Obat_tradisional, di akses 2 Juni 2012
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I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan

dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-

pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan mengenai penegakan hukum

tindak pidana peredaran obat tradisional tanpaizin edar oleh penyidik pegawai negeri

sipil.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam

memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai

penegakan hukum tindak pidana peredaran obat tradisional tanpaizin edar oleh

penyidik pegawai negeri sipil dan faktor penghambatnya.

V. PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa kesimpulan

dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.


